KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA
NOMOR : 20 Tahun 2021

TENTANG
PENGURUS KADER KB NAGARI LUBUK BUNTA KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BUNTA

Menimbang : A bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem

. Pemerintahan Nagari,dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor
49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
atau sebutan lain,

b. bahwa kegiatan kepengurusan Kader KB dimaksud merupakan salah satu
wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta
meningkatkan keimanan dan ketagwaan kita Kepada Allah SWT;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu
dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan Kader KB dengan
Keputusan Wali Nagari Lubuk Bunta;

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3851);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran
Negara Nomor3952);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
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Penanganan Pandemi ( orona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dnlu‘m rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian
Nastonal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor65 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan
Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor2989);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomord575);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20053
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57y

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014
Nomor2094),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017
Nomor89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor611);
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1203);

20. Pcrnlurfm Pvchcri.[)csn, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomorl035);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomorl633);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1641);

23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Nagari;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta
Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar
Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja
Negara Tahun Anggaran 2021;

28. Peraturan Bupati Pesisir SelatanNomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

30 Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun2019-2024;

31 Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Nagari Tahun2021;

MEMUTUSKAN
Menetapkan ] .
PERTAMA  : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Kader KB Nagari Lubuk Bunta
Tahun Anggaran 2021; ' '
KEDUA - Mengangkat Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang .dl' dalam
Jampiran dan merupakan bagian yang tidak terp_isah'kan dari keputusan ini.
KETIGA - Pengurus Kader KB mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam menyelenggarakan

kegiatan kesehatan, pendidiakn dan program KB; _
2. Mengadakan pertcmuan sekurang-kurangnya satu bl_jlan sekali
Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu ;

dan
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KEEMPAT

KELIMA

3.

Melakukan kepiatan-kepitan lainnya yang berkaitan deny
4,

an posyandu
Membuat Taporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada Walin

Lubuk Bunta dan instansi terkait.

agari

Surat Keputnsan i diberikan kepada yang bersanpkutan untuk dilaksanakan
dengan penuh tanpgung jawalb,

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian  hari terdapat kekeliruan — akan — dilakukan perbaikan

dan
penyempurnaan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di - Lubuk Bunta
Pada tanggal - 07 Januari 2021

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Camat Silaut

Bapak PKB/PLKB Kecamatan

Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lubuk Bunta
Yang bersangkutan
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Lampiran 1 Keputusan Pengangkatan Penpurus Kader KB Nagan Lubuk Bunta
Nomo 20 Tahun 2021
Fanggal 07 Januan 2021

FentangPennnjukan Penpurus Kader KB
Se-Nagati Tubuk Bunta Kecamatan Silaut
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